PERATURAN BUPATI SINTANG
NGMOR 44 TAHUN 201 ]

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEROLAH BARU JENIANG SEKOLAH MENLENGAH KEJURUAN NEGELI

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMA'T TUHAN YANG MAHA E5A

BUPATE SINTANG,

2. bahwa guna mengombaggkan kemanpean dan membentuk watak

serta  peradaban  bangsa vang Dbermartabat dalam  rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya
potensi peserta didik yong berilig, burinan, c:ikap, kreatif dan
mandiri yang diselengoarakan inelalui proses pembelajaran dengan
wetode  kowgrehensil  yang  wenyentub  unsyr  demokratis,
berkeadifan, sistemik, pembudayaan, Reteladanan dan pemnberdayaan
keteladagan don  pemberdoyasn  seinua komponen  masyaraloat
sehingga rercapai tujuan Pendidilan Nasional;

fooBabiwa upaws pemerataag pembangunan i bidang pendidilian (i

Kecamatan dan meningkatican daya timpung bagi Lulusan Selolzh
Tingkat Pertama scrta meninghatkan mutu dan efisiensi Sclolsh
Menengah Kejuruan dipandang periu untuk mengatur Pendirian Unit
Sekolah Baru Sekolah Menengah Xejuruan Negeri di Kabupaten
Sinkang;

bahwa berdasarlan pertimbangan pada hurufa dan b tersebut di atas,
perle digtur dengan Peraturan Bupati Sintang,

1. Undang-Undang Nomer 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 tuhun 1953 tentang Pembentultan Daerak
Tingkat (| Di Kalimantan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1933 Nemaor 9, Tambihan Lembaran Negora Republik
Indoitetia Nomor 352) sebagal Undany — Undang (Lembaraan Negara
Rupﬁhlik Indongsia Tahun 1959 Nownor 72, Tambahan lLembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 1820

Z. Undang Undang ...




2.

3.

&

10,

11.

Undang-Undang Nomer 248 Tabun (999 tenting Penyelenggaraan
MNegarz Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
{Lembaran MNegara Republil Indenesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nemor 31 Tobup 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidanz Korupsi (Lembaran  MNegara Republik indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagainuma telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Bepara
Republik Indonesia Nomor 4150 );

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuanpan Negara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428a);

Undang-Unedang Nomor 20 Tahue- 2003 tenkng Sistem Pendidikan
Masional (Lembaran Regarn Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Nepara Republik indonesis Nomar 4301 ):

Undang-Undamg Namor 1 Tabun 2004 tentang Perbesdaharaan
Negara [Lembaran Negara Repuliik indonesia ‘Tahun 2004 Nowmor 5,
Tambahaw Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, Dan Tanggunpn Jawab Keuangan Negara (iembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tadun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah {Lembaran Nepara Republik indeassia Tobun 2004 Momor |
125, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah divhah peberapa Kali terakhir dengan Undang- -
Uncang Nomaor 12 Tahun 2008 (Lembaran  Negars  Republik
Indanesia Tahun 2008 Nomer 59, Tambahan Lembarim Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 4844); '

Undang-Undang Nomar . 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Rewangan Antara Pemerintah Pusat Dap Pemerimahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoer 4438); '

Undang-Undang Nomor 12 Tanun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran MNegdra Republik
Indenesta Nomor Tahun' 2011 Nomoer B2, Tambakan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Notior 58 Tahun 2005 teniang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repualik Indenesia
Nomor 4578);

12, Prraturan ...




12 Peraluran Poneringh Nomoer 79 Tabun 2005 walang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubdilt indenesia Tohun 2005 Nomor 105,
Tamtahan Lembaran Wegarn Republik Indonesia Nomor 45%3);

13. Peraturan Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang Pembapian
Urusan  Pemerintaly Antars Pemerinloh,  Pomerimbibhan Haeran
Provinsi Dun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran
Neparr Repuldik Iedowesia Tohan 2007 Nomor 82, Tawmbalam
Lessharan Negora Republilk Indanesv Nomear 47 47 );

- 14 Peraturan Pemerinkah Nomor 41 Tahoen 2007 lentang Orpanisiasi

- ' Feranglkat Dacrah [Lembaran Negara Republik Indpresia Tobun
2007 Nomor 8% ianbgilane Beaharin Negara Repoblik hdonesia
Momur 4741);

15. Peraturan Pemermtah Nowaor 17 Tidine 2000 wndanp Peapelobium
dan  Penyeienpparian Pondididan [Lembooan Negar Kopehik
Indonesia Talws 2000 Nomer 23, Fambaban bembaraa Noegmos
Republide Tndfemesian Mooy 1051

L. Peraturan ieral Kabupaten Sintang Bomor 25 Tabun 2006 lenLimg
Puenpiedefian Keaanpmee Daeral {embacan Daerale Kabupalen Sk
Tahun 2006 Nomor 26, “smbaban lLembaran Gaerah Kabspaten
Sinlang Nowwr 25);

17, Peraturan acrad Kabupsien Sintang Nomer | Tahun 20008 u-q
Urncm Feswvinlalun Dacryh Kobugsicn Saviang | :
Kabupetien Sintang Tahun 2008 Sower 1, Talilcios £3
Dacrah Kabaggaton Sintamg Somoar 1)

B o Baecah Kabopscn Siotang Nooawns 2 Talbun 2006 1entang
Swswnan  Oepanisasi o Perangkiol YNwerah Kalmpaten  Sinlng
{Lembaim Daerabe Kabuopaten St Tahan 2000 Momar 2
Fopababan Lesnharan Boaeral, Kabupaten Sinting Nomor 2

P Permun Daeraly Kabupaten Sintanp Nomer | Talwn 20040 1entanp
Urusan Pemerintahan Daerah Kabuparen Smtang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tabun 2010 Nomoer 1, Tambahan Lembaran
Lacrak Kobupaten Sintang Nomaor 1)

MEMITHSKAN

Meunetapkaun ; PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEHOLAH

BARU SFKOLAlN MENFNGAIH KEJURUAN NEGER|I DI KABUPATEN
SINTANG.




- DETTENER Sy W "'""'1

———y

BAB i
KETENTUAN UMLIM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah Dzerzh adalah Bupati dan Perangkar Daerah sebagal Unsur Penyclengpara
Pemerintah Daerah.

3. Pemerintah Daeran adalah Penyelenggavaan Urusan Pemerintabian oleh Pemerintab
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas Otanomi dan tugas perabantuan
 dengan prinsip ctonomi seluas-luasnya dalom sistem dan prinsip Megara Kesatuan
_Republik indonesia sehagaimana dimaksud datam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
4. 'Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. - Dimers adalab Dinas Pendidikan Kabupalen Sintang.
& Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

F ; Memteri adaloh Menteri Pendidikan Republik Indunesia.

& Kepalz Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatas Gungsioal

Imhﬁm#ﬁmﬁmm g, 38

lﬂ;.l{epala-Tata Usaha adaloh Pemwpang Tatm Usaha II«'IIII Mlmiliﬂ-é'-i dabny jebatan :_“ S
Struktural Eselon IV,

11. Sekolah Mencngab Kejuruan adalah Jenjong Pendiclikan Mepengah Tingkat Alas yanp
mamilild kelbususin Kejuruan tertentn yang diloksanadci setelah lulus pada Sekolah
Menengah Tingkat Pertama,

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebapai
Pelaksana Teknis Dacrah scbagai Pengelola peluksana jalannya pendidikan sekolah.

13. Anggaran Pendupatan dan Belanja Daerall yany selanjutnya disingltat APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuvaten Sinting.

14. Pendidikan adalah usaha sadur dan terencana untuk mewujudkan sussana belajar dalam

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktilf mengembangkan patensi dirinya

" untuk memiliki  kekuatan spiritual keagamoan, penpendalimn  diri, kepribadian

kecerdasan akhlak mulia serte keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

16. Pendidikan.. -




15, Sistern Pendidikan Masional adalah lkeseluryhan komponen pendidikan yang saling !
terkait secarna terpadu untul mencapai Twjuan Pendidikkan Nasienal,

16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembanglkan potensi diri
- inelalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidilan
tertentu.

17, Tenaga Kependidikan adalak anggora masyarakar yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai puru, dosen, konsclor,
' pamang pelajar, widyaswara, tator, istrolier, Gsilioter, dan sebutm Lin sesuai
dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenpparakan pendidilan,

15. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tufuan, isi, bahan
pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu,

20. Pembelajaran adalah proses interalesi peserta Jidil dengan pondidik dan sumber helojar
- pada suatu lingkungan belajar. E

21. Evaluasi pendidikan adalah kegintan pongendalian, penjaminan dan penerapan mutu
pendidikan terhadap berbapai componen pendidikan pada setiap jalar, jenjang dan jonis
pendidikan sebagai suaty bentuk pertanggungjawahan penvelenggaraan peadidikan,

22 Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suate pendidiken
-~ berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

24.Dewan Pendidikan adalah Lembapse Mandici yang |'I-l'l_‘;1.llﬂ.=lll,.'lknl'l berbagrai unsar
" masyarakal yanyg peduli pendidikai.

25, Komile Sckolab sdlalah Lesibaga Manalivi yamge bergsnppolalein oranglisnfwah peseri
~ didik, kamuniias selolah serta tolkel masyirakat yang peduli pendidikan.

26. Siswa adatah peserta didik pada satuan penddidikon menenpah i jolur pendidilian
schkolah. :

BAB I
PENDIRIAN SEKOLAN

Pagal 2

(1} Lakar belalang  didicikannya Sckolah Menengah  Kejuruan Negori adalah puna
mengembanglan dan membentuk watak sorta peradaban b Esa vang bermartabat
dalam rangka mencecdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia yans
‘briman dan bertakwa kepada Tulan ¥a g Maha 3., berakhiak mulia, cakap, seliat,
beritmuy,* kreatif, mandiri dan menjadi warga nepara yang  demokiatis serta
‘bertangguny jawah.

: - {2] Pendirion...



{2) Pendirian Sckelah Menengah Kejuruan Negeri erfujian ;

a,  meningkathan daya tampung lulusan Sekokih Menengal Pertama guna memenuhi
pombangunan dan pengembangag bidaag pedidilan di dacrab;

b meninghaitkon penpetabuan dan kemotpaon sisas selapgai anggola masyaeakal

 dalam mengadakan hubunpgan timbal balik desgan lingkungan sosial budaya,
cemesta sert dapat medanjutitan pendidilan peedidikan pada jenjang yang lebih
tingpet.

{3} Untuk mencapsi  twjuan  sebasaimana  dunaksud  pada ayat (1) Pasal  ini
penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Meneng“lh Kejuruan berpedoman kepada
Tujuan Pendidilkan Nasional.

Pasal 3

Pendirian Sekolah Menengaly Kejuruan Negueri denpan nama- nama dan bokasi sebagaiman
tercantum pada Lampiran I Peraturasn Bupatiini.

1hasal 4,

F_'ESEI‘I:E} didik brerasal dart dolusan Sekolah Menewgab Tingkal  Porloes,  Madreasab
Tsanawiyah/sederajat, '

Pasal G

(1) Pengelolaan Pendirian Sekolah Meaengah Kejuruan Negeri  sebagaimana dbnaleul
Pasal 3 Peraturan ini sebagai bagion dari Sistem Pendidilen Nasional adaiah rangpang
jawah Pemerintah Dacrah melalui Kepala Dinos,

(2) Pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan Negert terdiri atus Kepala Sekolah dan scarang
atau lebih Walkil Kepala Sekabal berdasarvkan Lebuatslun

(3) Kepala Sekelal dillannt eleh Tenapa Kependidilam lainnya @ tomaga admimstiasi
yang jumizhnya sesuai dengan ketenbuan perandang-undangn vang berloku,

(4] Susunan organisasi, lugas dan wowenang Sckolall Menenpab Kejuruan Negerd
ditetapkan olch Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
. undangan yang berlak.

(5) Strultur Organisasi dari Sclelah Menenpal: Kejuruan sebagaimann dimalkswd pada
ayat (1) Pasal int tercantum pada lampiran | Peraturan Bupath imi yang merupaigan
bagian yang tidak terpisahlean dari feratarnn Bapati ini.

; ' Pasal &
Fengadaan, pendayapunaan dan pengembangan tenaga pendidil, kurikulum, buku acuan,
peralatan pendidjkan, tanah dan gedung serta’ pemelibaraannya pada Sekolah Menengah
Kefuruan Negeri menjodi rangzung jawab Pemoerintah Bacrah,
' : Fasal 7 ..



Paxal 7

Kepala Sckolah Mencngabt Kejurean Negeri bertanggung  jawab kepada Kepala  Dinas
Pendidikan 'atus penyelenppgarann kegiatan pendidikan, administrasi sckolah, pembinasn
tenapa kependidikan lainnya dan pondavapunaan sarana dan prasavaa.

BAE Il
RENCANA INDU PENGEMBANGAN SEKOLAILI

prd _ . ; Fasal #

(1) 1si Rencana Induk Pengembangan Sekolah Meneapah Kejuruan merupakan susunan bahan
kajian dan pelajaran untuk mencapai Wujean pendidikan menengah dalam vangla npaya
mencapai tujian pendidikan,

(2} Isi Kurikulum Peodidikan Sckalal Mesengal Retvrpan wajih imemuat bahan fajinn dard
mata pelajaran tentang

a.Pendidikan A

b.Pendidikan Kewarpanegaraan;

c.Pendidikan Bahasa:
- d.Pendidikan Matematika

c.Pendidikan Pengetalan Alam;

f. Pendidilan Penpetanun Sosial:

g-Pendidikan Seni Budaya; -

h.Pendidikan jJasmani dan Olahraga:

1. Pendidilan Telnolog Informasi dan Koo nikasi;
j- Muatan Lakal

" {3) Kurikutum yang berlaku secara Nasionad yang ditetaplan Meuteri.
{4) Sekelah Menengah ejuruan dapal menjabarkan dan menambab nata pelajarn sesu
dengan lkeadaan lingleungan dan ciri khos Sckoish Meneugall Atas yang bersangiutan

dengan tidak menguranp! kuriknlum yang berlaku secara nasional;

(3) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dapat menjabarkan dan menzmbah hahan kajian dan
matz pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempar,

Pasal 9
(3] Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menznpah Kejurvan seseorang harus

a. Tamatan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/sederajat;

b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Atas yano
bersangkutan.

() Pelabksanum ..,

o



{4) Palaksanaan Ketentuan sebapaimana dimaksud pada ayvat (1] Pasal ini diatur vleh Mengoeri
melalui Dinas. ¢

Pasal 14

{1} Siswa mempunyai hak sebagai berikut :

a. mendapathkan hak yang sanm untulk mendapatkan senilidikan;

b. memperoleh pendidikan agama sesual dengan agoina yang dianutnya;

¢ mengikuti program pendidikan yang bersunghutan atas pendidiian burkelunjutan, lmik
untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untik memperoleh pengakuan tinglat
pendidikan terrenm yang dibukulcn;

d. ‘mendapat bantuan fasilitas belajor beo siswa atau bantuan latnnya sesuai dengan
persyaralan yang berfaku;

e ~pindah ke Sekolah Menengalt Kejuruan yang sejajar atay yang tingkatannya lebih tingei
sesuat dengan persyaratan penerimann siswa paida Sckolah Menenpal Kejurnsn rang

© hendak dimasgld.

(2) Siswa mempunyai kewajiban selvai Dopiloa -
& ikut  menaagpung  bioya penyelengraraan  pendidilian, kecuali bilamann  ciswer
- dibebaskan dari kowenjiban Lorsebul sesuai dengan peraluran ya g bortalu;
b. ‘mematuhi semua peraturim yang borialag
€. menghormati tenaga pendidiks
d.  menghormati tenags kependiditan:
2 dkut memelilvara saramr dag Puaisarii serhin kelechasilan, kelertivm, dan keananan
_ Sekotah Menengal Kejuruan yang bersanglatan,
(3} Pelaksanaan leerentuan sehagaimana dimaksud pady ayat (1] ckirn (2) Pasal ini distur ohih
lanjut oleh ikepala Dinas,

. BAI3 IV
PENILAIAN

Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan secars bertalap, bekestnambunzan dan
bersifat terbuka uneuk memperoleh keterangan tentang keglatan dan kemajuan peiajar sisws
pelaksanaan lurikelun, Auru dan tenaga kepeadidikan lainnyt dan Sekolah Merengah
Kejuruan sebagal satu kesatuan dalam rangka pembinaay,

pengembangan dan penentoan
akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri,

: : Pasal 12

(1) Penilaian Pelaksanaan  kurikulum  dilakukan
kurikulum Sekalah Menengah Ke
tujuan pendidikan nasional dengn

untuk mengetahui kesesuaian aptara
furuan yang bersaughkuetan dengan dasar, fungsi, dan
n kemampuan siswa serig perkembangan masyarakat,

(2] Penilajan .,



(2)

3

(4)

(1

@

(h

{2)
(3)

(4)

Penilajan terhadap guru dan tenagn kependidikon ditakukan  untuk mengetaiui
kemampuan dan kewenangan profesional,

Hasil penilaian sehagaimana dimaksud ayat {2 Pasal ini digunakan untulk

a.  pembinaan dan pengembangan guri: don eenapn pendidik [pinnya;

b.  peryempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan gury dan renaga
kependidikan lainnya.

Felaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud avat (1], ayat (Z) dan ayat {3) Pasal ini
dilakukan oleh Dinas. -

. BABYV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Dengan tefah dilakukan pendirian Sekolth Menengah Kemraan Neperi sebagaimmng
dimalesud pada Lampiran I Peraturan Hupati ind werhadap sepala biaya penyelengraraa,

sarapa dan prasarana pembinaan dan pengiwasan sckolob menjadi beban APID

Kabupaten Sintang dan sumber Liin yang syl )

Pembinaan sebagaiinan dimaksud ayat (1) pasal ini selipeti :

& gajl gurw, tenapa kependidikan Lannya dan Lenaga administrsi:
b. biaya pengadiaan pemelibaran silrang dan prosarana;

¢ biaya perluasan dan pengembangar;

d. biaya Pendidikan dan Pengajaran

BARVI
PENGAWASAN
Fasal [4
Pemerintah Daersh malalyi Dinas mclakukan pengawasan terhadap Sekalah Menengah
Kejuruan dalam rangky Pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatap muty dan
peldyanan Sekotah Menengah Kejuruan yang bersangkutan, '

Pengawasan dilakekan terhadap penyelengraraan pendidikan dan administrasi sekelah;

Pengawasan sebapuimana dimaksud ayat (1] dan (2) pasal int dilakukan eleh pengawas
Sekelah Menengah Kejuryan.

Pelaksanaan ketentuan sehagaimana dimaksud At (1), ayat (2} dan ayar (3)-pasal ini
diatur lebih lanjut oleh Dinas.

AL W



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semala Peraturan Ferundang-Undungan dan ketentwan yang tetal ada sebelum Persturan
Bupali ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Pevaturae Bupati ini masih tetup berlalu,

o | BAB VIII
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetaphan., '
Agar setap orang mengetahuinya, deapan pene

mpataniya dalan Bevit Daeral Kb paten
- Sintang. : :

ke i Sintang
sl 24 Oktaber 2018
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BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG FAIUN 2011 NOMOR 1044



LAMPIRAN .1 1 PERATURAN BUPATESINTANG

NOMOR .44 TAHUN 2011

TANCGAL c 24 OKTOBER 2011

TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEXQLAH BARU JENJANG SEROLAH
MENENGAH KEJURUAN  NEGERET 0TI KABUPATEN
SINTANG -

STRUKTUR QRGAMISASL UNIT SEKOLAH BARU JINJANG
: SERQLAN MENENGAH KEJURUAN KEGERE
- . DI KABUPATEN SINTANG

KOMITE SEKOLAH |- KEPALA SEKOLAM ‘
|
[ : I T |
TATA USAHA WAKIL BIDANG WAKIL BIDANG WAKIL EIDANG
KURIKULUM SISWA KONSELING
: S I
| ] ‘
' PERPUSTAKAAN
LABORATORIIM ™ o o) A WALI KELAS

_ SI5WA |—'—-—v—-w-— DEWAN GURU
. - —— 1 1 |

PKS. LPRAMUKA 0515 I_uns_ "“”E“"*"] E“STR"‘_H PMR |

SCKOLAH KURIRAL CR I




LAMPIRAN Il :  PERATURAN BUPATI SINTANC

NOMOR : 44 TAHUN 2011

TANGGAL ;24 OKTOBER 2011

TENTANG  : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU.JENJANG SEKQLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI D! KABUPATEN
SINTANG

DAFTAR NAMA PEN DII{MN UNIT SEKQLAN BARU JENJANG
) - , SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGER!
DI KABUPATEN SINTANG

: NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN ALAMAT KETERANGAN

1 2 3 _ A R

1, | SMK NEGER! 1 DEDA] DEDAI

&
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